PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP KASUS PENCURIAN 

DI SUKU SASAK SADE LOMBOK by Anggraeny, Kurnia Dewi







 197 |  R e v i t a l i s a s i  H u k u m  P i d a n a  A d a t  D a n  K r i m i n o l o g i  K o n t e m p o r e r  
 
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP KASUS PENCURIAN  
DI SUKU SASAK SADE LOMBOK 
 
 
Oleh: Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. 
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 
Jl. Pramuka No.42 Sidikan, Yogyakarta 
kurniadewi@law.uad.ac.id 
 
 
 
ABSTRAK 
Bhinneka Tunggal Ika menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia bahwa bentuk budaya yang 
berdedikasi. Selain dari nilai agama yang ditanamkan dalam diri setiap manusia, nilai budaya yang 
berkembang dalam masyarakat dipercaya mampu membatasi moral dan tingkah laku sosial 
seseorang. Kehidupan sosial masyarakat menyebabkan adanya pergesekan kepentingan individu 
yang satu dengan yang lain. Benturan permasalahan yang ada dalam sebuah kehidupan adat, akan 
lebih banyak diselesaikan menggunakan hukum adat setempat tidak terkecuali hukum pidana 
adat. Penyelesaian masalah hukum adat termasuk pidana adat di setiap daerah mempunyai ciri 
khas tersendiri dan mengandung pengaruh besar terhadap kedamaian dalam memperoleh nilai 
keadilan pada masyarakat setempat. Pada suku Sasak Sade Lombok, hukum pidana adat masih 
digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana, salah satunya pencurian. 
Terdapat beberapa permasalahan yaitu : bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian 
menurut hukum pidana adat suku Sasak dan apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku 
pencurian menurut hukum pidana adat suku Sasak. Hukum adat mempunyai relevansi dengan 
hukum pidana adat karena hukum adat dapat berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang 
dirasakan lebih memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam nurani masyarakat hukum adat, 
sehingga tercipta keseimbangan dalam penerapan hukum adat. Penerapan sanksi pidana adat 
disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat.  
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A. PENDAHULUAN 
I. Latar Belakang 
Pembaharuan hukum di Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang hidup dan melekat 
pada pribadi serta lingkungan masyarakatnya sendiri. Adat istiadat dan kebudayaan asli, 
berasal dari nenek moyang yang menjadi sebuah kearifan lokal dan perlu dilestarikan. 
Sentuhan nilai-nilai adat dinilai mempunyai arti yang bercirikan bangsa Indonesia dan 
membedakan dengan bangsa yang lainnya. Senada seperti yang disampaikan oleh Gustav 
Radbruch, yakni memperbaharui hukum pidana tidak berati memperbaiki hukum pidana, 
tetapi menggantikannya dengan lebih baik 1. Mengganti dengan produk dari budaya 
negara sendiri yang mengandung kearifan lokal yang berakar dari masyarakatnya. 
Masyarakat Indonesia mempunyai karakter yang berbeda-beda dari berbagai 
daerah, hal tersebut tidak terlepas dari pluralisme adat budaya dan kebiasaan masing-
masing. Suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dipercaya oleh 
penduduk setempat dapat menyampaikan pesan baik atau perubahan pada diri 
seseorang, sehingga menjadikannya sebuah hukum sendiri. Hukum yang tidak tertulis dan 
disebut dengan hukum adat. Beberapa daerah di Indonesia, hukum adat yang diterapkan 
masih berupa sanksi yang disertai dengan sebuah ritual tertentu.  
Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli 
hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat 
Indonesia 2. Pluralisme hukum mampu menjadi pemersatu, menjadi solusi bahkan 
menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat 3. Masyarakat adat 
memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol 
kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan 
menjadi sangat efektif 4. Konflik kepentingan yang terjadi antara masyarakat adat di satu 
wilayah, sebaiknya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat 
adat. 
Hukum adat yang berpengaruh terhadap hukum pidana di Indonesia dapat 
berkembang menjadi hukum pidana adat (delichtentrecht), sehingga sanksi pidana adat 
mempunyai cakupan penting dalam penyelesaian masalah kasus pidana dalam masyarakat 
adat. Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius 
constitutum) diatur Pasal 18B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b 
                                                 
1  Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 60. 
2  Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum 
Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2013, hlm. 320. 
3  Ibid. 
4  Desi Tamarasari, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah 
Otonomi”,  Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, 2002, hlm. 37-47. 
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Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 
50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 5. 
Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, 
selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. 
Apabila diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma 
saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, 
oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan 
sosiologi daripada hukum perundang-undangan 6. 
Pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak tertulis di 
dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh 
peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum 7. I Made Widnyana 
menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan 
ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi 
berikutnya.  
Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan 
kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis 
masyarakat, oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi 
adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya 8. Menurut I Made Widnyana, peranan 
sanksi adat mengenal asas keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara dunia lahir dan 
dunia magis, sebab setiap tindak pidana adat mengakibatkan terganggunya 
keseimbangan, kelarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang 
mengakibatkan kerusakan individual dan masyarakat 9. Gangguan tersebut harus 
dipulihkan, sehingga tercipta keserasian, dan keharmonisan dalam masyarakat. 
Hukum pidana adat, dalam pandangan masyarakat adat di suku Sasak Sade Lombok 
tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil. Kerugian 
immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan, dengan membebankan suatu 
kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual adat tertentu 
yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan masyarakat.  
Masyarakat adat suku Sasak Sade Lombok (yang selanjutnya disebut dengan suku 
Sasak) telah melembaga dengan kuatnya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran 
norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang belum terselesaikan menurut ketentuan 
                                                 
5  Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan 
Prosedurnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume, 2 Nomor 2, 2013, hlm. 225. 
6  Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Bandung, Alumni, 1989, hlm. 20. 
7  Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Paradnya Paramitha, 2003, hlm. 5. 
8  I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung, Eresco, 1993, hlm. 3. 
9  Ibid., hlm. 25. 
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hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan. Salah satu penggunaan 
hukum pidana adat terhadap permasalahan pidana dapat diterapkan pula pada kasus 
pencurian.   
Menurut ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang pencurian menyatakan 10:  
Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 
banyak sembilan ratus rupiah.  
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri 
dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barangsiapa, mengambil, sesuatu benda 
dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 11. Sanksi yang diberikan berdasarkan 
KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
900.00,00 atau dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan 
pasal 363 KUHP ayat (1) dan/atau ayat (2).  
Pandangan hukum pidana formal, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian di suku Sasak dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena hakikat dari tradisi 
adat lebih diutamakan dan bersifat kekeluargaan dalam menemukan pelaku kejahatan 
serta pengembalian harta atau benda yang dicuri akan sebanding dengan nilainya. 
Kahar Masyhur mengemukakan pendapat tentang keadilan, terdapat tigal hal 
tentang pengertian adil, yaitu 12: 
1) “Adil” ialah meletakan sesuatu pada tempatnya.  
2) “Adil” ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa 
kurang. 
3) “Adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih 
tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan 
penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan 
kesalahan dan pelanggaran.   
Nilai keadilan perlu diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat agar tujuan dari hukum 
itu sendiri khususnya hukum pidana dapat terasa dampaknya. Sahardjo menyatakan 
bahwa tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang 
                                                 
10  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal, Bogor, Politeia, hlm. 249. 
11  P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi 
Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 2. 
12  Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 71. 
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mengganggu tata tertib masyarakat dengan mengancam tindakan pengganggu dengan 
maksud untuk mencegah si pengganggu 13. 
II.  Pembahasan 
1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum pidana 
adat suku Sasak? 
2. Apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian menurut hukum pidana adat 
suku Sasak? 
B. PEMBAHASAN 
I. Relevansi Hukum Pidana dan Hukum Pidana Adat  
Hakikat dari sumber hukum adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang 
dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Sumber 
hukum tersebut harus mengalirkan norma-norma kehidupan yang adil sesuai dengan 
perasaan dan nilai-nilai kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga dapat menciptakan 
suasana damai dan teratur karena memperhatikan kepentingan masyarakat. 
Kesepakatan hukum oleh masyarakat adat tertentu yang dilakukan secara terus 
menerus, dari generasi ke generasi, tentang sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang 
diperbolehkan. Sesuatu yang dilarang ini apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk 
mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi pelaku pelanggaran dan untuk seseorang yang 
dilanggar (korban), termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Pada 
Negara Indonesia,  konteks tersebut disebut sebagai hukum adat. 
Para ahli mempunyai beberapa pendapat mengenai hukum adat. Soepomo 
menyatakan bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya 
mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur 14. Artinya, di dalam 
hukum pidana adat tidak membedakan kepentingan antara hukum pidana dan hukum 
perdata. Hal yang terpenting adalah jika sesuatu yang terjadi telah mengganggu 
keseimbangan masyarakat, maka dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana. 
Topo Santoso mengklasifikasikan tentang hukum pidana adat atau delik adat adalah 
mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup 
ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta 
keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, 
maka terjadi reaksi adat 15. 
Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat adat merupakan pencerminan 
kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana 
                                                 
13  I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Fikahati Aneska, 
2013, hlm. 66. 
14  Soepomo, op.cit., hlm. 98. 
15  Topo Santoso, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Ersesco, 1990, hlm. 9. 
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adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan 
ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi 16. 
Pada dimensi teori hukum maka hukum pidana adat dipandang sebagai norma hidup 
(living law) yang eksis dalam masyarakat Indonesia. Dimensi hukum pidana adat dalam 
implementasinya digunakan penafsiran hukum berupa penafsiran sosiologi atau 
teleologis. Konsekuensi dimensi demikian yang mempergunakan penafsiran sosiologis 
atau teleologis ini dilakukan terhadap proses heurmanitika dalam praktik hukum sehingga 
harus mempunyai tolok ukurnya dalam hukum positif 17.  
Perspektif filsafat hukum mengkaji hukum pidana adat dapat mengatur tentang 
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila nilai tersebut dilanggar, maka 
akan kehilangan keseimbangan dalam kehidupan sehingga harus dipulihkan engan sanksi 
adat. Nilai-nilai filosofis tersebut diatur dalam bentuk norma dan asas serta diterapkan 
dalam praktik hukum. Pada dimensi fisafat hukum nilai-nilai filosofis tersebut diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 5 
ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang secara tegas meletakan dasar 
eksistensi hukum pidana adat. Konklusi dasarnya dapat ditegaskan bahwa dalam kajian 
ilmu hukum khususnya hukum pidana maka posisi hukum pidana adat berada pada 
dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum 18.  
Hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam 
praktik hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak 
diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktik hukum di Indonesia 19.     
Hukum adat dan hukum pidana adat berasal dari kebudayaan masyarakat. Pada 
hakikatnya kebudayaan itu  mempunyai tiga perwujudan yaitu 20:  
a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-
norma peraturan dan sebagainya.  
b. Kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 
berpola dari manusia dalam masyarakat.  
c. Kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia. 
Hukum pidana adat mempunyai ciri dengan beberapa sifat-sifatnya, antara lain 21 : 
 
 
                                                 
16  Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, 
hlm. 11. 
17  Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 244. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
20  Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia, 2015, hlm. 15. 
21  Hilman Hadikusuma, op.cit., hlm. 12-15. 
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1. Menyeluruh dan menyatukan. 
Dijiwai oleh sifat kosmis dan satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hukum 
pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran 
yang bersifat perdata. 
2. Ketentuan yang terbuka. 
Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga 
ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa / perbuatan yang mungkin 
terjadi. 
3. Membeda-bedakan permasalahan. 
Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata 
perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa 
pelakunya. Alam pemikiran yang demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam 
suatu peristiwa menjadi berbeda. 
4. Peradilan dengan permintaan. 
Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan 
atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau 
diperlakukan tidak adil. 
5. Tindakan reaksi atau koreksi. 
Tindakan reaksi atau koreksi ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku 
pelanggaran saja tetapi dapat juga dikenakan pada kerabat / keluarganya bahkan 
mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkuran untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu. 
Suatu tindak pidana adat merupakan tindakan yang melanggar perasaan keadilan 
dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan terganggunya 
ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan 22, oleh karena itu guna 
memulihkan ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadilah reaksi-reaksi adat. 
Reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan keadaan magis yang diganggu dan meniadakan 
keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat 23. 
Beberapa perbedaan pokok antara sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem 
pidana adat antara lain : 
a) Subjek Hukum 
Subjek hukum dalam KUHP hanyalah seorang manusia dan tidak berlaku bagi 
persekutuan hukum Indonesia seperti desa, kerabat atau famili. Sedangkan dalam 
hukum pidana adat, diantaranya di daerah Minangkabau, Tanah Gayo, Nias, 
                                                 
22  Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung, Alumni, 1995, hlm. 226. 
23  Ibid. 
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Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok adalah sering terjadi apabila terjadi 
kejahatan di kampung daerah asal penjahat itu atau di kampung tempat terjadinya 
pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing maka kerabat penjahat 
diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan 
warganya. 
b) Kesengajaan atau Kesalahan 
KUHP mengandung prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila 
perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun dengan kealpaan, sedangkan 
dalam hukum pidana adat unsur kesalahan ini tidak merupakan syarat mutlak 
bahkan tidak perlu adanya pembuktian tentang kesengajan atau kesalahan. 
c) Pelaku Kejahatan 
Pelaku kejahatan yang diatur oleh KUHP membedakan antara turut serta 
(mededaderschap), membujuk (uitlokking) dan perbantuan (medeplictigeheid) 
seperti tercantum dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Hukum pidana adat tidak dikenal 
adanya pembedaan itu karena siapa saja yang turut serta menentang / melanggar 
peraturan adat maka harus memenuhi usaha yang diputuskan pemuka adat dalam 
memulihkan kembali hukum adat yang ternoda. 
d) Delik Percobaan 
KUHP mengenal adanya suatu kejahatan yang dilakukan namun tidak selesai bukan 
karena kehendak pelaku atau lebih dikenal dengan delik percobaan, sedangkan 
hukum adat tidak menghukum seseorang karena mencoba melakukan kejahatan. 
Sebagai contoh dalam hukum adat, apabila ada seseorang ingin membunuh orang 
lain dengan  memanah, namun ternyata orang itu hanya terluka maka pelaku tidak 
dikenai hukuman mencoba membunuh namun hukuman karena melukai orang lain. 
e) Sifat pelanggaran 
KUHP menganut sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu (prae 
existence regels) sedangkan hukum pidana adat tidak menganut sistem itu karena  
delik yang telah ditetapkan tidak berlaku sepanjang masa. Lahirnya suatu delik adat 
diikuti hilangnya delik adat yang lain, sehingga berkembang mengikuti pola 
peradaban masyarakat adat itu. 
II. Penerapan Hukum Pidana Adat Indonesia 
Hukum pidana adat merupakan istilah dari terjemahan adat delictenrecht, yang 
diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Istilah tersebut dipergunakan untuk mempermudah 
pembagian analisis atas bidang hukum adat di Indonesia. Hukum pidana adat adalah 
ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai 24:  
                                                 
24  Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramitha, 2013, hlm. 67. 
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Suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau 
menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan, bersifat 
materiil atau immateriil, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat 
berupa kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat. 
Hukum pidana adat disebut juga delik adat yang merupakan realitas yang hidup, 
menyatu dan berada di tengah masyarakat serta disusun berdasar sistem nilai dan budaya 
masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum pidana adat berfungsi sebagai instrumen 
untuk menjaga keseimbangan atau stabilisator masyarakat dari segala kegoncangan akibat 
pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma 
kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat 25.  
Menurut Ter Haar, terjadi pelanggaran delik apabila terdapat gangguan segi satu 
(eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang 
kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan 
satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian menimbulkan reaksi yang sifat dan 
besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi 
mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara 
pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang) 26. 
Hukum pidana menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum dalam 
penentuan putusan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara harus tetap 
memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Hukum pidana 
adat adalah hukum yang mengatur kestabilan dalam kehidupan masyarakat sehingga 
dapat tercipta keadilan karena terjadinya ketidakseimbangan yang berupa pelanggaran 
dan kejahatan. Hukum pidana adat di beberapa daerah masih mempunyai kekuatan 
sebagai sumber hukum yang positif. 
Penerapan hukum pidana adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
pernah terjadi dualisme dalam KUHP, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa W.V.S. berlaku untuk bekas daerah 
Republik Indonesia Yogyakarta dan W.v.S.v.I. berlaku bagi daerah-daerah yang dulunya 
dikuasai Belanda 27. Peraturan yang bersifat dualisme tersebut kemudian berakhir sejak 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa Undang-
                                                 
25  Mercy M. M. Setlight, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Putusan Pengadilan Di Wilayah Pengadilan 
Negeri Tahunan”, Lex et Societatis, Volume 3, Nomor 4, 2015, hlm. 156. 
26  I Made Widnyana, op.cit., hlm. 5. 
27  B.R.Azam, “Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, diakses dalam 
https://ruhullaw.wordpress.com/2011/01/28/relevansi-hukum-pidana-adat-dalam-pembaharuan-
hukum-pidana-indonesia/, 28 Januari 2011. 
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Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh 
wilayah Republik Indonesia. 
Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 28, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk 
dapat mengangkat kepermukaan hukum pidana adat, adalah:   
a. Pasal 5 ayat (1)  
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti,dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”    
b. Pasal 10 ayat (1)  
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”   
c. Pasal 50 ayat (1) :   
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”   
Peraturan yang lebih menguatkan dalam sistem hukum di Indonesia termuat pada 
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 29:   
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam Undang-Undang.   
Adanya kekuatan hukum dari peraturan-peraturan tersebut, maka hukum pidana 
adat beserta sanksi adatnya dapat diterapkan dalam mengadili perkara yang menurut 
hukum adat merupakan perbuatan yang dapat di pidana atau tidak dipidana 30. 
Pembaharuan hukum pidana Indonesia selanjutnya yang mengarah kepada 
perumusan Rancangan KUHP mendapat respon baik dalam rangka nantinya untuk 
mengganti peraturan produk dari kolonial Belanda yang masih digunakan hingga saat ini. 
Hal-hal yang diperhatikan oleh panitia penyususnan Rancangan KUHP adalah sebagai 
berikut 31: 
                                                 
28 http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Undang-Undang-Nomor-48-Tahun-2009-
Tentang-Kekuasaan-Kehakiman.pdf 
29  Tim Redaksi, UUD 1945 dan Amandemennya, Yogyakarta, Shira Media, 2016, hlm. 18. 
30  Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 
2005,  hlm. 156. 
31  “Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional”, diakses dalam 
http://erepo.unud.ac.id/3801/1/025ffb8a189486b87bd376ed8b460fb7.pdf, 2015, hlm. 14. 
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1. Rancangan KUHP yang baru telah terdapat perubahan asas legalitas. Pasal 1 ayat (3) 
R-KUHP tahun 2006 telah dirumuskan ’Ketententuan sebagaimana yang dimaksud 
ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 
menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak 
diatur dalam peraturan perundangan-undangan”. Ketentuan ini menunjukkan 
bahwa dalam politik hukum khususnya dalam rangka pembentukan hukum pidana 
nasional telah adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2. Pasal 1 ayat (4) R-KUHP ”Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
dan / atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-
bangsa”. Ketentuan ini menunjukan dalam menentukan hukum yang hidup dalam 
masyarakat hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip 
hukum pada umumnya. 
3. Pasal 54 ayat (1) c R-KUHP dirumuskan tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan 
konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan 
mendatangkan rasa damai dalam maysarakat.  
4. Pasal 67 ayat (3) R-KUHP merumuskan pidana tambahan berupa pemenuhan 
kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam 
masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan 
walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Dari hal tersebut 
menunjukkan bahwa telah ada usaha memfungsionalisasi hukum adat politik hukum 
nasional. 
Hukum pidana adat berasal dari kebudayaan masyarakat dan proses terbentuknya 
mengikuti perkembangan masyarakat adat setempat, oleh karena itu hukum yang berlaku 
dikenal hidup dalam masyarakat setempat. Peraturan perundangan-undangan hukum 
pidana dengan hukum pidana adat berbeda karakteristiknya, KUHP berasal dari warisan 
kolonial Belanda yang diadopsi dari Perancis sedangkan hukum pidana adat berakar dan 
bersumber dari masyarakat itu sendiri. 
Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau 
masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat 
ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau 
ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat 
negara 32. 
 
 
                                                 
32  Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Manda Maju, 1992, hlm. 242. 
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III. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Kasus Pencurian Di Suku Sasak Sade 
Lombok 
Suku Sasak merupakan etnis mayoritas penghuni pulau Lombok yang meliputi 
hampir 95% penduduk seluruhnya. Suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad 
IX sampai XI Masehi.  
Tradisi yang berkembangan pada masyarakat suku Sasak pada umumnya dapat 
diklasifikasinya kepada dua asas, yaitu 33 : 
a. Tradisi kepercayaan yang bersumber dari tradisi kepercayaan nenenek moyang. 
b. Tradisi kepercayaan yang bersumber dari Islam (Rukun Islam dan Rukun Iman). 
Penerapan tradisi-tradisi tersebut digabungkan menjadi sebuah upacara adat dengan 
memadukan upacara agama dan upacara ritual nenek moyang. 
Sistem nilai-nilai budaya suku Sasak terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam 
alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dan merupakan kebudayaan yang 
dilakukan secara terus menerus secara turun temurun, serta berfungsi sebagai pedoman 
untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.  
Adat istiadat dan sistem norma dalam kehidupan keseharian masing-masing dusun 
atau desa mempunyai awig-awig dusun (aturan dusun atau desa) yang ditetapkan oleh 
para tokoh agama dan tokoh masyarakat, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan 
sanksi sesuai kesepakatan. Sanksi adat menurut Lesquillier dalam disertasinya “Het Adat 
Delectenrecht In De Magische Wereldbeschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat ini 
merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang 
diganggu dan meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh 
suatu pelanggaran adat 34.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi terhadap 
penyelesaian konflik dalam masyarakat adat di Indonesia, pada dasarnya budaya untuk 
penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyak dianut 35. 
Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian konflik secara damai, 
misalnya masyarakat suku Sasak Sade Lombok. 
Lembaga penyelesaian sengketa bagi mayarakat suku Sasak adalah “Majelis Adat 
Dese” atau “Kerama Desa atau Kerama Gubuk”. Anggota Majelis Adat Dese atau Kerama 
                                                 
33 Daud Azhari, “Masyarakat Hukum Adat Suku Sasak Di Pulau Lombok”, diakses dalam 
https://id.scribd.com/doc/21863414/Masyarakat-Hukum-Adat-Suku-Sasak-Di-Pulau-Lombok, 30 Oktober 
2009, hlm. 9. 
34  Soerojo Wignjodipoero, op.cit., hlm. 226. 
35 Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, EDUKA 
Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 26. 
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Dese atau Kerame Gubuk diangkat oleh masyarakat dari unsur tua-tua adat, tokoh 
masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan formal pemerintahan 36. 
Ada beberapa kearifan lokal yang menjadi hal penting untuk diperhatikan dan 
dilaksanakan, yaitu salah satunya mengenai masyarakat suku Sasak yang betul-betul 
menghargai tentang apa yang tidak boleh dilakukan terhadap apa yang belum menjadi 
haknya. 
Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dinilai melanggar salah satu 
kearifan lokal karena telah mengambil hak milik orang lain. Suatu ketika jika terjadi 
sebuah tindak pencurian di suku Sasak, maka masyarakat di suku Sasak lebih memilih 
untuk dapat menyelesaikannya terlebih dahulu secara adat daripada dilaporkan pada 
kepolisian. Selain suku Sasak sangat menjaga proses adat dari nenek moyang yang 
dipercaya lebih mampu mengani perkara-perkara yang terjadi di lingkungannya, mereka 
juga masih kesulitan untuk melaporkan pada kepolisian dikarenakan jarak tempuh yang 
jauh dari desa adat setempat.  
Proses penyelesaian kasus bermasalah / sengketa, baik kepidanaan maupun 
keperdataan akan diselesaikan oleh anggota Kerama Desa dan pihak yang berkepentingan 
(yang bersengketa) dalam suatu pertemuan yang disebut dengan istilah “Sangkep atau 
Begundem” atau musyawarah 37. Sangkep atau Begundem tersebut diadakan pada malam 
hari di satu tempat yang netral yang biasanya di tempat “Sekenem (balai pertemuan) atau 
masjid”. 
Fase yang harus dilalui ketika pelaksanaan Sangkep atau Begundem (musyawarah) di 
suku Sasak meliputi 38 : 
1. Pihak yang dihadiri bersengketa mengemukakan masalahnya masing-masing dengan 
dihadiri pula dengan saksi-saksi yang meringankan atau yang memberatkan.  
2. Masing-masing anggota “Kerama Desa” memberikan fatwa berdasarkan hukum adat 
dan fatwa agama kepada yang bersengketa agar bersedia berdamai atau menaati 
hukum adat yang berlaku. Proses pemberian fatwa ini dinamakan ”petinang wadi 
temah”. 
3. Setelah proses pemeriksaan (musyawarah) selesai, maka akan diakhiri dengan 
pemberian keputusan, yaitu keputusan berupa perdamaian (soloh) atau penjatuhan 
hukuman. 
Pemeriksaan atau persidangan kasus-kasus oleh “Kerama Desa” dilakukan secara terbuka 
sehingga seluruh anggota kerama dan masyarakat boleh menyaksikan baik tua maupun 
muda, pria maupun wanita. 
                                                 
36  Daud Azhari, op.cit., hlm. 12. 
37  Daud Azhari, op.cit., hlm. 13. 
38  Ibid. 
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“Kerama Desa” dalam menjatuhkan sanksi pidana adat terhadap kasus pencurian di 
suku Sasak adalah dengan penjatuhan hukuman. Hukuman yang diberikan akan diawali 
melalui proses agama, yaitu dengan mengumpulkan seluruh masyarakat Sasak sekitar 
tempat kejadian di balai pertemuan atau masjid untuk dilakukan pengakuan kejujuran dari 
semua pihak.  
Pada proses agama apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya karena tidak 
ada yang mengakui kejahatannya, maka “Kerama Desa” melanjutkan proses adat sebagai 
langkah untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Proses adat akan berlangsung 
dengan upacara ritual adat, yaitu dengan membuat sebuah cairan bernama “Kerama 
Adat” yang terdiri dari pengumpulan beberapa jenis tanah dari makam leluhur dan para 
wali yang kemudian dicampurkan dengan air. Cairan “Kerama Adat” ini selanjutnya harus 
diminum oleh setiap orang yang hadir dalam proses adat tersebut. Kepercayaan suku 
Sasak dengan cairan “Kerama Adat” adalah jika ada seseorang yang berbohong dan dia 
berani meminum cairan tersebut, maka kehidupannya kemudian hingga keturunan 
darinya akan banyak penderitaan dan menjadi tidak bahagia selamanya.  Apabila ada 
seseorang / pihak yang tidak berani meminum cairan “Kerama Adat”, maka dapat 
dipastikan bahwa seseorang / pihak tersebut adalah pelaku kejahatan dan dalam hal ini 
pelaku tindak pidana pencurian. 
Keputusan lain yang mungkin dijatuhkan oleh adalah dengan pemberian hukuman 
berupa denda dengan mempergunakan standar uang bolong (kepeng) sebanyak 250 
keping atau minimal uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 
hewan atau dedosan atau setara dengan harga benda atau harta yang dicuri. Bentuk 
sanksi pidana yang lainnya adalah pelaku diusir untuk meninggalkan wilayah suku Sasak 
bahkan hingga keluar pulau Lombok dan dianggap telah meninggal dunia sebagai wujud 
pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai merusak adat istiadat. 
Pelaku tindak pidana pencurian jika sudah mengakui perbuatannya saat 
melaksanakan upacara adat dengan ritualnya tersebut dan kepadanya telah dibebankan 
pemberian hukuman berupa denda yang sesuai dengan bentuk kerugian korban, maka 
baginya dapat kembali hidup normal di lingkungan suku Sasak. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat suku Sasak masih 
mempergunakan dan mempertahankan proses adat dalam penyelesaian permasalahan / 
sengketa adalah 39 : 
1. Penghormatan kepada sistem nilai hukum adat dan nilai-nilai agama yang meresap 
di sanubari masyarakat suku Sasak yang dikenal sebagai masyarakat yang patuh 
dan taat beribadah dab pulaunya dijuluki “Pulau Seribu Masjid”. 
                                                 
39  Daud Azhari, op.cit., hlm. 14. 
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2. Adanya penghormatan yang tulus dan tinggi kepad apemuka agama (Tuan Guru). 
Pemuka adat dan masyarakat (Penghulu Desa) yang akan mampu menyelesaikan 
konfliknya secara damai dan jujur. 
3. Untuk menjaga hubungan silaturrahmi dan menjaga hubungan agar tidak terputus. 
4. Menghindari adanya istilah “kalah dan menang dalam perkara” yang dapat 
merugikan kedua belah pihak. 
C. Penutup 
I. Kesimpulan 
Bentuk Kebhinnekaan Negara Indonesia yang menggambarkan keberagaman 
(pluralisme) masyarakatnya harus dipertahankan dengan masih dapat dipergunakannya 
hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan / sengketa di lingkungan masing-masing. 
Hukum adat mempunyai relevansi dengan hukum pidana adat karena hukum adat dapat 
berperan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dirasakan lebih memperhatikan nilai 
keadilan yang hidup dalam nurani masyarakat hukum adat, sehingga tercipta 
keseimbangan dalam penerapan hukum adat. 
Masyarakat adat suku Sasak Sade Lombok mempunyai hukum pidana adat untuk 
menemukan dan memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian. “Kerama 
Desa” merupakan pimpinan adat yang dapat melaksanakan upacara agama dan upacara 
adat dengan ritualnya. Upacara tersebut dilaksanakan di sebuah masjid atau balai 
pertemuan dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan masyarakat sekitarnya. 
Setiap orang yang hadir diwajibkan mengikuti setiap tahapan, baik dalam upacara agama 
dan upacara adat. Bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah mengakui 
perbuatannya, maka baginya diberikan sanksi pidana berupa denda menggunakan uang 
bolong (kepeng) sebanyak 250 keping atau minimal uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah) dan hewan atau dedosan atau setara dengan harga benda 
atau harta yang dicuri. Bentuk sanksi pidana yang lainnya adalah pelaku diusir untuk 
meninggalkan wilayah suku Sasak bahkan hingga keluar pulau Lombok dan dianggap telah 
meninggal dunia sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinilai 
merusak adat istiadat. 
Saran 
Hukum pidana adat di Indonesia perlu untuk digali dan penerapan sanksi pidana 
adat dapat dilaksanakan untuk penyelesaian masalah / sengketa di lingkungan adat 
masing-masing daerah yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang 
tertib dan damai tersebut akan mengalirkan norma-norma hidup yang adil dan sesuai 
dengan perasaan dan nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat. 
Perumusan Rancangan KUHP yang akan datang diharapkan mampu untuk 
mengakomodir perlindungan terhadap peraturan tentang pemberlakuan hukum pidana 
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adat yang tetap akan diarahkan kepada hukum tidak tertulis karena diserahkan melalui 
proses penyelesaian masing-masing adat, serta memiliki nilai kemanusiaan, keadilan, dan 
kedamaian. 
Penerapan sanksi pidana adat diharapkan mampu membuat pelaku sadar akan 
kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma 
yang hidup ditengah-tengah masyarakat adat.  
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